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Pj. Wali Kota

Wahyu Sebut Opini WTP adalah Kewajiban

. Jakarta, Bhirawa
Sependapat dengan arahan
Presiden RI, Pj. Walikota
Malang, Dr. Ir. Wahyu Hidayat,
MM, menyebut bahwa Opini
Wajar Tanpa Pengecualian
(WTP) atas Laporan Hasil
Pemeriksaan (LHP) Laporan
Keuangan adalah suatu
kewajiban pemerintah, bukan
lagi semata capaian prestasi.
Dengan mengubah sudut
pandang bahwa WTP adalah*
kewajiban, Wahyu berharap
pengelolaan keuangan daerah
Pemerintah Kota Malang bisa
semakin akuntabel dan

Ini diutarakan Wahyu usai men-
gikuti acara Penyampaian Laporan
Pemeriksaan BPK atas Laporan
Keuangan Pemerintah Pusat Tahun
2023, di Jakarta Convention Cen-
ter, Senin (8/7) kemarin. Sebagai
informasi acara ini dihadiri langsung
oleh Presiden Rl Joko Widodo,
Wakil Presiden Ma'ruf Amin, mau-
pun jajaran menteri kabinet, serta
seluruh Gubernur, Walikota dan
Bupati se-Indonesia.

“Dalam sambutan Presiden disebut-
kan bahwa WTP, baik yang diberikan

kepada Presiden, Gubemur, Waliko-
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ta dan Bupati bukan semata sebuah
an. Namun sebuah kewa-
jiban yang harus dilakukan oleh se-
mua unsur pemerintahan; untuk bisa
menjalankan semua kewajibannya
dalam rangka melaksanakan pertang-
gung jawaban keuangan di daerah
masing-masing,” terang Wahyu.
Sejalan dengan arahan tersebut,
Wahyu juga menekankan agar ke-
berhasilan Kota Malang pernah
meraih WTP 13 kali berturut-turut
menjadi sebuah standar Pemerintah
Kota Malang dalam mengelola APBD
dengan baik dan sesuai kebutuhan.
“Untuk Kota Malang yang sudah
13 kali berturut-turut ini merupakan

kebanggaan dan kewajiban tersendiri.
Kita harus tetap konsisten melaksan-
akan pertanggung jawaban keuan-
gan daerah dengan baik. Serta mem-
pertahankannya, “ pungkas Wahyu.
Untuk diketahui, Presiden Joko
Widodo, dalam kesempatan tersebut
menekankan bahwa WTP adalah ke-
wajiban kita semua untuk meng-
gunakan uang negara secara baik.
“Kita harus merasa, setiap tahun, ini
pasti diaudit. Pasti diperiksa, Jadi
sekali lagi, kewajiban menggunakan
dan menjalankan APBN dan APBN
secara baik. Serta kewajiban mem-
.pertanggungjawabkan dengan baik
pula,” ujamya. [mut.adv]




